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MANAJEMEN KINERJAMANAJEMEN KINERJA

2017

PROSENTASE JUMLAH PNS
NO PROVINSI PENDUDUK PNS PROSENTASE

1 ACEH 4.906.800 167.073 

2 SUMATERA UTARA 13.766.900 247.946 

3 SUMATERA BARAT 5.131.900 139.020 

4 RIAU 6.188.400 103.826 

5 SUMATERA SELATAN 7.941.500 142.938 

6 DKI JAKARTA 10.075.300 275.763 

7 JAWA BARAT 46.029.600 445.489 

8 JAWA TIMUR 38.610.200 493.315 

9 BANTEN 11.704.900 99.321 

10 KALIMANTAN BARAT 4.716.100 94.432 

11 KALIMANTAN TENGAH 2.439.900 78.586 

12 KALIMANTAN SELATAN 3.922.800 96.102 

14 SULAWESI TENGGARA 2.448.100 84.739 

15 MALUKU UTARA 1.138.700 45.488 

16 PAPUA BARAT 849.800 40.042 

17 NUSA TENGGARA TIMUR 5.120.061 106.746

INDONESIA 252.164.800 4.455.303 
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1.484

11%

3.194 

24%
8.507 

65%

JABATAN

PELAKSANA

STRUKTURAL

FUNGSIONAL

6.761 

51%

1.342 

10%

5.082 

39%

PENDIDIKAN

S1 KEATAS

SLTA KEBAWAH

DIPLOMA8.087 

61%

4.817 

37%

281 

2%

USIA

< 30 TAHUN

31 S.D 45 TAHUN

> 45 TAHUN

2.539 

19%

7.105 

54%

3.092 

24%

405

3%

GOLONGAN

I
IV

III

II

8760

66%

4425

34%

JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN
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SISTEM MERIT ADALAH KEBIJAKAN DAN 

MANAJEMEN ASN YANG BERDASARKAN PADA 

KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN KINERJA 

SECARA ADIL DAN WAJAR DENGAN TANPA 

MEMBEDAKAN LATAR BELAKANG POLITIK, RAS, 

WARNA KULIT, AGAMA, ASAL USUL, JENIS 

KELAMIN, STATUS PERNIKAHAN, UMUR, ATAU 

KONDISI KECACATAN

PASAL 176

PENGEMBANGAN KARIER PNS DILAKUKAN BERDASARKAN 

KUALIFIKASI, KOMPETENSI, PENILAIAN KINERJA, DAN 

KEBUTUHAN INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 228

1. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin

objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem

prestasi dan sistem karier.

2. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan

perencanaan kinerja pada tingkat individu dan

tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan

target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai,

serta perilaku PNS.

3. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif,

terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

4. Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan

langsung dari PNS atau pejabat yang ditentukan

oleh PyB
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Honor Kegiatan
vs 

Tambahan Penghasilam

HONOR

NYARI-
NYARI 

KEGIATAN

NATA AIR 
VS             

AIR MATA

LAHAN 
KORUPSI

BOROS 
ANGGARAN
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PP 58 TAHUN 2005 TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 
TAHUN 2012 TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI

PERATURAN 

GUBERNUR  JAWA 

BARAT NOMOR  85 

TAHUN 2009 

TENTANG KRITERIA 

PEMBERIAN 

TAMBAHAN 

PENGHASILAN

PERATURAN 

GUBERNUR JAWA 

BARAT NOMOR  119 

TAHUN 2009 

TENTANG PEDOMAN 

PENGUKURAN 

KINERJA DALAM 

PEMBERIAN 

TAMBAHAN

KEPUTUSAN 

GUBERNUR NOMOR 

841/KEP-966 

ORG/2009 TENTANG  

TUNJANGAN 

TAMBAHAN 

PENGHASILAN 

KEPUTUSAN 

GUBERNUR NOMOR 

841/KEP-966 

ORG/2009 TENTANG  

TUNJANGAN 

TAMBAHAN 

PENGHASILAN 

•HARI DAN JAM KERJA

•TANGGUNGJAWAB

•RUANG LINGKUP

BEBAN KERJA

•LOKASI DI IBUKOTA PROVINSI

•LOKASI DI IBUKOTA NEGARA

•LOKASI DI WILAYAH TERPENCIL

TEMPAT KERJA

•RESIKO KESEHATAN FISIK

•RESIKO KESEHATAN PSIKIS

•RESIKO KESELAMATAN KERJA

KONDISI KERJA

•PROFESI STRATEGIS 

•PROFESI LANGKA SUMBER DAYA 
MANUSIA

KELANGKAAN 
PROFESI

STRUKTURAL

FUNGSIONAL 
TERTENTU

FUNGSIONAL 
UMUM
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KONVERSI HONORARIUM KONVERSI HONORARIUM 
MENJADI TAMBAHAN PENGHASILANMENJADI TAMBAHAN PENGHASILAN

DISTRIBUSI PENGHASILAN SESUAI KEGIATAN DISTRIBUSI PENGHASILAN SESUAI KEGIATAN 
DAN PANITIADAN PANITIA

DISTRIBUSI PENGHASILAN SESUAI KINERJA DISTRIBUSI PENGHASILAN SESUAI KINERJA 
DAN JABATANDAN JABATAN

TIM a,,b,c..TIM a,,b,c..

TIM a,,bTIM a,,b

TIM a,TIM a,

TIM a,,bTIM a,,b

TIM a,TIM a,

TIM a,,b,c..TIM a,,b,c..

ESELON  I ESELON  I --IIII

ESELON  IIIIESELON  IIII ESELON  IVESELON  IV

JFT AHLIJFT AHLI

JFU GOL IJFU GOL I--IIII

JFU GOL IIIJFU GOL III JFU GOL IVJFU GOL IV

JFT TERAMPILJFT TERAMPIL

Rp.Rp.

SISTEM PENGUKURAN      SISTEM PENGUKURAN      
KINERJA ON LINEKINERJA ON LINE

Belanja Belanja 

pegawaipegawai
Belanja Belanja 

pegawaipegawai

TPP 2010 2011-2012 2013-2016 2017...

PAY FOR POSITION 100 80 70 50

PAY FOR 

PERFORMENCE

0 20 30 50

JABATAN BEBAN 

KERJA

TEMPAT 

KERJA

KONDISI 

KERJA

KELANGKAAN 

PROFESI
JUMLAH NILAI TPP

(MAKSIMAL)

ESELON II 5-10 0-0,75 2-5 0 7-

15,75

28.400.000-

36.000.000

ESELON III 3-4 0-0,75 1-2 0-1,5 4-

8,25

11.500.000-

18.800.000

ESELON IV 2-3 0-0,75 1-2 0-1,5 3-

4,25

7.500.000-

11.350.000

JF TTT 1-5 0-0,75 1-3 0-1,5 2-

10,25

2.300.000-

12.600.000

JF UMUM 1-4 0-0,75 0-3 0-1,5 1-

9,25

1.750.000-

3.745.000

TARGET 
KERJA

PERILAKU
PRESTASI 

KERJA
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manajemen kinerja          
saat ini

ORGANSASI

a. Indikator kinerja bias

b. Kelembagaan inefektif

c. Penempatan pegawai 
tidak proposional

d. Anggaran basis plafond

e. Perlengkapan kurang

f. Proseduer kerja parsial

PENGUKURAN KINERJA

a. Lepas  dg Kinerja organisasi 

a. Subjektif

b. Manual

c. Administratif

BUDAYA KERJA PNS

a. Bekerja Rutinitas

b. Bekerja seadanya

c. Bekerja untuk SPJ

d. Tunggu perintah

e. Gaji dan Tunjangan 
adalah hak 



3/2/2018

8

- JANJI GUBERNUR

- INDIKATOR  
PEMBANGUNAN 
DAERAH

- RPJPD (20 Th)

- RPJMD (5 Th)

- RKPD (1 Th)

- LKPJ (PUSAT)

- LPPD (PUBLIK)

- LAKIP (PUSAT)

- ORIENTASI 
PENILAIAN KINERJA 
PADA REALISASI 
ANGGARAN 
PROGRAM

- INDIKATOR KINERJA 
SEKTORAL DINILAI 
BPS

INDIKATOR 
KINERJA  

PROVINSI - INDIKATOR 
SEKTORAL

- INDIKATOR 
KEGIATAN

- RENSTRA (5 Th)

- RKT (1 Th)

- BAHAN LKPJ

- BAHAN LPPD

- LAKIP OPD

- ORIENTASI 
PENILAIAN 
KINERJA PADA 
REALISASI 
ANGGARAN 
KEGIATAN

- INDIKATOR 
KINERJA BIAS, 
TIDAK BERPOLA

INDIKATOR 
KINERJA 

OPD - INDIKATOR 
ADMINISTRATIF

- INDIKATOR 
PENYERAPAN 
ANGGARAN

- TUPOKSI JABATAN

- DPA

- DP 3 (1 TAHUN)

- PENGUKURAN 
KINERJA TPP                   
(1 BULAN) - KHUSUS 
PNS PROVINSI JABAR

- ORIENTASI 
PENILAIAN KINERJA 
PADA PERILAKU KERJA 
DAN PRESTASI KERJA

- INDIKATO TPP TELAH 
BERPOLA DENGAN 
TITIK BERAT 
PENILAIAN OLEH 
ATASAN LANGSUNG

INDIKATOR 
KINERJA 

PEGAWAI

MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATURMANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

PENILAIAN KINERJA         
SKP ON LINE
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SASARAN KERJA SASARAN KERJA 

PEGAWAIPEGAWAI

TUGAS TAMBAHAN TUGAS TAMBAHAN 

DAN KREATIVITASDAN KREATIVITAS

60 %60 %

PERILAKU KERJAPERILAKU KERJA

40 %40 %

TAMBAHAN TAMBAHAN 

PENGHASILANPENGHASILAN

OUTPUTOUTPUT

KUALITASKUALITAS

WAKTUWAKTU

BIAYABIAYA

ANGKA KREDITANGKA KREDIT

REALISASI OUTPUT  REALISASI OUTPUT  

KEGIATAN/TUSIKEGIATAN/TUSI

RELISASI MUTU RELISASI MUTU 

OUTPUT KEG/TUSIOUTPUT KEG/TUSI

REALISASI TARGET REALISASI TARGET 

WAKTU KEG/TUSIWAKTU KEG/TUSI

REALISASI BELANJA/ REALISASI BELANJA/ 

PENDAPATANPENDAPATAN

REALISASI DUPAKREALISASI DUPAK

ORIENTASI ORIENTASI 

PE;LAYANANPE;LAYANAN

INTEGRITASINTEGRITAS

KOMITMENKOMITMEN

DISIPLINDISIPLIN

KERJASAMAKERJASAMA

KEPEMIMPINANKEPEMIMPINAN

JUMLAH KEPUASAN JUMLAH KEPUASAN 

PELAYANANPELAYANAN

KETAATAN PP 53/2010 KETAATAN PP 53/2010 

DAN PENGHARGAANDAN PENGHARGAAN

APEL KERJA DAN APEL KERJA DAN 

UPACARA PHBNUPACARA PHBN

JUMLAH HARI KERJA  JUMLAH HARI KERJA  

DAN JAM KERJADAN JAM KERJA

KEIKUTSERTAAN TIM KEIKUTSERTAAN TIM 

DAN RAPAT KERJADAN RAPAT KERJA

KEPEMIMPINAN TIM KEPEMIMPINAN TIM 

DAN NARASUMBERDAN NARASUMBER

SELF SELF 

APPRAISALAPPRAISAL

VIA VIA 

SKP ON LINESKP ON LINE
skp.jabarprov.go.idskp.jabarprov.go.id

MEKANIMSE MEKANIMSE 

PELAPORAN DAN PELAPORAN DAN 

SYINKRONISASI SYINKRONISASI 

DATADATA

NILAI KINERJA NILAI KINERJA 

PEGAWAI PEGAWAI 

BULANANBULANAN

PELAPORAN REALISASI 

SKP,PERILAKU,TUGAS 

TAMBAHAN DAN KREATIFITAS 

BULANAN OLEH PEGAWAI

PENILAIAN REALISASI 

SKP,PERILAKU,TUGAS 

TAMBAHAN DAN KREATIFITAS 

BULANAN OLEH PEJABAT 

PENILAI

VERIFIKASI REALISASI 

SKP,PERILAKU,TUGAS 

TAMBAHAN DAN KREATIFITAS 

BULANAN OLEH TIM 

VERIFIKASI

PENILAIAN BANDING 

REALISASI 

SKP,PERILAKU,TUGAS 

TAMBAHAN DAN KREATIFITAS 

BULANAN OLEH ATASAN 

PEJABAT PENILAI

PENYAMPAIAN NILAI KINERJA 

SEMENTARA OLEH BKD 

KEPADA PEJABAT PENILAI

PENYAMPAIAN NILAI KINERA 

FINAL OLEH BKD KEPADA 

KEPALA BADAN KEUANGAN 

DAN KEPALA PERANGKAT 

DAERAH

PEMBAYARAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN OLEH BIRO 

KEUANGAN MELALUI 

REKENING GAJI PEGAWAI

REVIEW REALISASI 

TIM VERIFIKASI

REVIEW REALISASI 

SKP,PERILAKU,TUGAS 

TAMBAHAN DAN KREATIFITAS 

BULANAN OLEH PEJABAT 

PENILAI dan  DIVERIFIKASI 

TIM VERIFIKASI

PENGAJUAN SPP  TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI 

OLEH KEPALA PERANGKAT 

DAERAH

SINKRONISASI SINKRONISASI 

DATA KINERJADATA KINERJA
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SELF 
APPRAISAL

VERTICAL 
APPRAISAL

DATA 
APPRAISAL

PUBLIC 
APPRAISAL

HORiSON 
TAL 

APPRAISAL

PENYUSUNAN TARGET 
KERJA PEGAWAI
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NO

KEGIATAN 

TUGAS 

JABATAN

TARGET KERJA

NILAIANGKA 

KREDIT

KUANTITAS

OUTPUT

KUALITAS

OUTPUT
WAKTU BIAYA/ 

PENDAPATAN

A. Kegiatan APBD

B. Kegiatan APBN

C. Kegiatan 

Uraian Tugas
(Jika tidak ada 

APBD)

D. KEGIATAN

PENDAPATAN 
(pajak dan retribusi 

daerah)

JUMLAH NILAI          

X 60%

NILAI SKP

TEKNIK PENYUSUNAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

RENSTRA OPD 2013-2018RPJMD 2013- 18

RKPD 2014 RKT OPD 2014 (INDIKATOR KINERJA OPD)

TARGET SKP KEPALA OPD/BIRO

TARGET SKP 

SEKRT/BAGIAN TU

TARGET SKP 

BIDANG/BAGIAN

TARGET SKP UPTD/ 

BALAI/CAB.PELAYANAN

SUBAG 
KEPEGUM

SUBAG 
PERPROG

SUBAG 

KEU

SUBAG/ 

SUBID/ 

SEKSI

SUBAG/ 

SUBID/ 

SEKSI

SUBAG/ 

SUBID/ 

SEKSI

SEKSI SEKSISEKSISUB 

BAG TU

STAF STAFSTAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (SOTK) ANGGARAN 

(DPA)

PROSES/ 

AKTIVITAS

SUB 

KEGIATAN

KEGIATAN

PROGRAM
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JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU
((PermenPermen PAN & RB No.16/2009, PAN & RB No.16/2009, pasalpasal 17)17)

Guru 

Pertama

Guru 

Muda

Guru 

Madya

Guru 

Utama

Penata Muda, IIIa

Penata Muda Tingkat I, IIIb

Penata, IIIc

Penata Tingkat I, IIId

Pembina, IVa

Pembina Tingkat I, IVb

Pembina Utama Muda, IVc

Pembina Utama Madya, IVd

Pembina Utama, IVe

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

50

50

100

100

150

150

150

200

KebutuhanAngka Kredit Kumulatif (AKK), PKB (AKPKB), dan
Unsur Penunjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan

3+0

3+4

3+6

4+8

4+12

4+12

5+14

5+20

5

5

10

10

15

15

15

20

AKK AKPKB
PD+PI/KI

AKP
AK

PB/BK

42

38

81

78

119

119

116

155

(AKK – AKPKB – AKP) = AKPB/BK

233/16/2012 Kemdikbud

MEKANISME UMUMMEKANISME UMUM

•JABATAN STRUKTURAL OLEH KEPALA DAERAH

•JABATAN FUNGSIONAL OLEH MENPAN DAN KEMENTERIAN 
/LEMBAGA TEKNIS

•JABATAN FUNGSIONAL UMUM  OLEH KEPALA DAERAH/OPD

PENETAPAN 
JABATAN

•PEJABAT PENILAI ADALAH ATASAN LANGSUNG

•ATASAN PEJABAT PENILAI ADALAH ATASAN DARI ATASAN 
LANGSUNG 

•SECARA HIRARKI

PENETAPAN 
PEJABAT 
PENILAI

•TIM VERIFIKATUR DIANGKAT OLEH KEPALA DAERAH

•TIM VERIFIKATUR DAPAT DIANGKAT DARI PELAKSANA DENGAN 
JABATAN ANALIS KINERJA

•TIM VERIFIKATUR  TIDAK MENILAI TETAPI MENGENDALIKAN 
BISNIS PROSES  SKP ON LINE

PENETAPAN 
TIM 

VERIFIKATUR
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UNTUK PENGISIAN KOLOM KEGIATAN UNTUK PENGISIAN KOLOM KEGIATAN 
TUGAS JABATANTUGAS JABATAN

• KEGIATAN PADA DPA APBD

• KEGIATAN YANG DILIMPAHAN DARI DIPA APBN

• KEGIATAN URAIAN TUGAS JABATAN OPD

• TARGET LAIN-LAIN ( PENDAPATAN)

JABATAN 
STRUKTURAL

• UNSUR UTAMA

• UNSUR PENUNJANG

JABATAN 
FUNGSIONAL 

TERTENTU

• URAIAN TUGAS JABATAN

• PERMENPAN 25 TAHUN 2016

JABATAN 
FUNGSIONAL 

UMUM

UNTUK PENGISIAN KOLOM UNTUK PENGISIAN KOLOM 
TARGET KERJATARGET KERJA

• DEFINISI DAN UKURAN TARGET YANG JELAS DAN TERUKUR

• KETERKAITAN ANTAR TARGET PEGAWAI DENGAN ATASAN 
LANGSUNG, TARGET OPD DAN TARGET INSTITUSI

TARGET KUANTITAS 
OUTPUT

• PADA UMUMNYA DITARGETAN MAKSIMAL 100 % NAMUN 
MENYESUAIKAN DENGAN KONDISI PENCAPAIAN TARGET 
OUTPUT YANG TIDAK TERPREDIKSI

TARGET KUALITAS 
/MUTU

• LAMANYA PELAKSANAAN KEGIATAN ATAU PENCAPAIAN 
TARGET OUTPUT DALAM BULANTARGET WAKTU

• KHUSUS JABATAN STRUKTURAL, MENYESUAIKAN DENGAN 
DPA APBDTARGET BIAYA
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4. PENILAIAN 
PERILAKU KERJA 
KERJA PEGAWAI

ORIENTASI PELAYANANORIENTASI PELAYANAN

PP 46/2011

• SIKAP DAN 
PERILAKU KERJA 

PNS DALAM
MEMBERIKAN
PELAYANAN 

TERBAIK KEPADA
YANG DILAYANI 
ANTARA LAIN 
MELIPUTI

MASYARAKAT,ATAS
AN, REKAN 

SEKERJA, UNIT 
KERJA TERKAIT,

DAN/ATAU INSTANSI 
LAIN

PERKA BKN 1/2013

• MELAKSANAKAN 
TUGAS 

PELAYANAN 
SEBAIK-BAIKNYA 
DENGAN SIKAP 
SOPAN DAN 
MEMUASKAN 
BAIK UNTUK 
PELAYANAN 
INTERNAL 
MAUPUN

EKSTERNAL 
ORGANISASI

PERGUB 38/2014

• JUMLAH 
KEPUASAN 

ATAS 
PELAYANAN 
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INTEGRITASINTEGRITAS

PP 46/2011

• KEMAMPUAN 
UNTUK 

BERTINDAK 
SESUAI DENGAN 
NILAI,NORMA
DAN ETIKA 
DALAM 

ORGANISASI

PERKA BKN 1/2013

• MELAKSANAKAN 
TUGAS DENGAN 
BERSIKAP JUJUR, 
IKHLAS DAN TIDAK 

PERNAH 
MENYALAHGUNAKA
N WEWENANGNYA 
SERTA BERANI
MENANGGUNG 
RESIKO DARI 

TINDAKAN YANG 
DILAKUKANNYA

PERGUB 38/2014 

• KETAATAN          
PP 53 TAHUN 

2010

• PENGHARGAAN

KOMITMENKOMITMEN

PP 46/2011

• KEMAUAN DAN 
KEMAMPUAN UNTUK 
MENYELARASKAN 

SIKAP DAN 
TINDAKAN PNS 

UNTUK 
MEWUJUDKAN 

TUJUAN 
ORGANISASI 
DENGAN 

MENGUTAMAKAN 
KEPENTINGAN 
DINAS DARIPADA 
KEPENTINGAN DIRI 

SENDIRI, 
SESEORANG, 
DAN/ATAU 
GOLONGAN

PERKA BKN 1/2013

•MELAKSANAKAN TUGAS 
DENGAN BERSUNGGUH-
SUNGGUH,MENGGAKKAN 

IDEOLOGI NEGARA 
PANCASILA, UUD 1945, NKRI, 
BHINEKA TUNGGAL IKA, DAN 

RENCANA-RENCANA 
PEMERINTAH DENGAN 
TUJUAN UNTUK DAPAT 

MELAKSANAKAN TUGASNYA
SECARA BERDAYAGUNA 

DAN BERHASILGUNA SERTA 
MENGUTAMAKANKEPENTIN
GAN KEDINASAN DARIPADA 
KEPENTINGAN PRIBADI 
ATAU GOLONGAN SESUAI 
DENGAN TUPOKSI DAN 

TANGGUNG 
JAWABNYASEBAGAI UNSUR 

APARATUR NEGARA 
TERHADAP 

ORGANIASASITEMPAT 
DIMANA DIA BEKERJA

PERGUB 38/2014

• JUMLAH 
KEHADIRAN 
APEL PAGI

• JUMLAH 
KEHADIRAN 
UPACARA 

PERINGATAN 
HARI BESAR 

NASIONAL ATAU 
HARI 

KESADARAN 
NASIONAL
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DISIPLINDISIPLIN

PP 46/2011

• KESANGGUPAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL 

UNTUK MENTAATI 
KEWAJIBAN DAN 
MENGHINDARI 

LARANGAN YANG 
DITENTUKAN DALAM 

PERATURAN 
PERUNDANG-

UNDANGAN DAN/ATAU 
PERATURAN 

KEDINASAN YANG 
APABILA TIDAK DITAATI 

ATAU DILANGGAR 
DIJATUHI HUKUMAN 

DISIPLIN

PERKA BKN 1/2013

• MENTAATI PERATURAN 
PERUNDANG-

UNDANGAN DAN ATAU 
MENAATI PERATURAN 
KEDINASAN YANG 
BERLAKU DENGAN 

BERTANGGUNG JAWAB
DAN MENAATI 

PERATURAN JAM 
KERJA SERTA MAMPU 
MENYIMPAN DAN ATAU 
MEMELIHARA BARANG-

BARANG MILIK 
NEGARA 

YANGDIPERCAYAKAN 
KEPADANYA DENGAN 
SEBAIK-BAIKNYA

PERGUB 38/2014

• JUMLAH HARI 
KERJA

• JUMLAH JAM 
KERJA

KERJASAMAKERJASAMA

PP 46/2011

• KEMAUAN DAN 
KEMAMPUAN PNS 

UNTUK BEKERJASAMA 
DENGAN REKAN 
SEKERJA,ATASAN, 

BAWAHAN DALAM UNIT 
KERJANYA SERTA 

INSTANSI LAIN DALAM 
MENYELESAIKAN SUATU 
TUGAS DAN TANGGUNG  

JAWAB  YANG  
DITENTUKAN,  

SEHINGGA  MENCAPAI 
DAYA GUNA DAN HASIL 
GUNA YANG SEBESAR-

BESARNYA

PERKA BKN 1/2013

• MAMPU BEKERJASAMA 
DENGAN REKAN KERJA, 
ATASAN DAN BAWAHAN
BAIK DI DALAM MAUPUN 
DI LUAR ORGANISASI 

DAN MAMPU MENERIMA
PENDAPAT ORANG LAIN 

SERTA BERSEDIA 
MENERIMA KEPUTUSAN 

YANGSECARA SAH 
TELAH DIAMBIL 
BERDASARKAN 
KESEPAKATAN 

BERSAMA

PERGUB 38/2014

• KEIKUTSERTAAN 
DALAM 

TIM/PANITIA/ 
POKJA

• KEIKUTSERTAAN 
RAPAT KERJA/ 
PERTEMUAN
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KEPEMIMPINANKEPEMIMPINAN

PP 46/2011

• KEMAUAN DAN 
KEMAMPUAN PNS 

UNTUK BEKERJASAMA 
DENGAN REKAN 
SEKERJA,ATASAN, 

BAWAHAN DALAM UNIT 
KERJANYA SERTA 

INSTANSI LAIN DALAM 
MENYELESAIKAN 
SUATU TUGAS DAN 
TANGGUNG  JAWAB  
YANG  DITENTUKAN,  
SEHINGGA  MENCAPAI 
DAYA GUNA DAN HASIL 
GUNA YANG SEBESAR-

BESARNYA

PERKA BKN 1/2013

• MAMPU BEKERJASAMA 
DENGAN REKAN 

KERJA, ATASAN DAN 
BAWAHANBAIK DI 
DALAM MAUPUN DI 

LUAR ORGANISASI DAN 
MAMPU MENERIMA
PENDAPAT ORANG 

LAIN SERTA BERSEDIA 
MENERIMA 
KEPUTUSAN 

YANGSECARA SAH 
TELAH DIAMBIL 
BERDASARKAN 
KESEPAKATAN 

BERSAMA

PERGUB 38/2014

• KEIKUTSERTAAN 
DALAM 

TIM/PANITIA/POKJA 
SEBAGAI KETUA/
KOORDINATOR

• KEIKUTSERTAAN 
SEBAGAI 

NARASUMBER 
RAPAT KERJA/ 
PERTEMUAN

PENERAPAN 
SKP ON LINE
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http://skp.kabtangerang.go.idhttp://skp.kabtangerang.go.id

• User name : 18 DIGIT NIP PEGAWAI

• Password    :   5 DIGIT TERAKHIR 

PEGAWAI/ 
PEJABATPENILAI/
ATASAN PEJABAT 

PENILAI 

• Username : verifikatur

• Password   : ....VERIFIKATUR

• Username : admin

• Password    : ...SUPER ADMIN

• User name : demo.pegawai

• Username  : demo.atasan

• Password : asdf
DEMO

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH 
PROVINSI JAWA BARAT

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG 
DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN PADA 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA 
PADA PROVINSI JAWA BARAT
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NAMA

NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

JABATAN

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT 
PENILAI

RIWAYAT PEGAWAI

PEMBUATAN TARGET TAHUNAN DAN 
BULANAN OLEH PEGAWAI

PERSETUJUAN TARGET TAHUNAN DAN 
BULANAN OLEH PEJABAT PENILAI

VERIFIKASI OLEH BKD

PENETAPAN TARGET TAHUNAN DAN 
BULANAN PEGAWAI
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NAMA KEGIATAN

PERIODE TAHUN, 

JENIS KEGIATAN, 

LAMA KEGIATAN, 

CATATAN, 

CATATAN DARI BKD, 

MENU TARGET, 

TARGET KUANTITAS OUPUT, 

TARGET KUALITAS

TARGET WAKTU

TARGET BIAYA

TARGET ANGKA KREDIT

GENERATE TARGET BULANAN

STATUS DRAFT

STATUS BARU

STATUS PENILAIAN ATASAN

STATUS VERIFIKASI BKD

STATUS TARGET DI TERIMA
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STATUS REALISASI

STATUS PENILAIAN ATASAN

STATUS BANDING

STATUS VERIFIKASI BKD

STATUS SELESAI

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) 

SISTEM INFORMASI ABSENSI ON LINE (SIAO)

SISTEM KOMPLEN PELAYANAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ON LINE (RKPD ON LINE)

SISTEM INFORMASI ANALISIS JABATAN-BEBAN KERJA DAN 
EVALUASI JABATAN.

SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS INTSTANSI PEMERINTAHAN 
(SAKIP ON LINE)

APLIKASI SISTEM BARANG DARANG DAERAH (ALTISISBADA)

SISTEM INFORMASI EVALUASI DAN MONITORING 
PEMBANGUNAN DAERAH 

PUSAT LAYANAN INFORMASI ANGGARAN (PUSLIA)

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA.
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PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

MANAJEMEN DOKUMEN

DATA BASE KEPEGAWAIAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIR PEGAWAI

PENGADAAN DAN PERPINDAHAN PEGAWAI

KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN PEGAWAI

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

DISIPLIN PEGAWAI

DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN LAINNYA.

APLIKASI
skp.jabarprov.go.id

user name : (NIP)

Password : (bebas)
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TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJATINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA
(PERDA NO. 20 TAHUN 2012 (PERDA NO. 20 TAHUN 2012 

TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI)TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI)

SKP

(60%)

PERILAKU

KERJA

(40%)

PRESTASI 
KERJA

TAMBAHAN 

PENGHASILAN

KENAIKAN 

PANGKAT

HUKUMAN 

DISIPLIN

DIKLAT

PROMOSI 

JABATAN

SKP > 76 

PK > 91
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PERKEMBANGAN PENGUKURAN KINERJA 

DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

< 2009 2009 2010 2011-13 2014 2015 2016

PENILAIAN 

KINERJA 

BERDASARKA

N PP 10 

TAHUN 1979 

DP-3, DAN 

TIDAK 

TERKAIT 

DENGAN 

PENDAPATAN

PEGAWAI

PERUMUSAN 

KEBIJAKAN 

PENILAIAN 

KINERJA 

YANG 

DIKAITKAN 

DENGAN 

PENGHASILA

N PEGAWAI  

DALAM 

BENTUK 

TAMBAHAN 

PENGHASILA

N DAN 

MENGHAPUS 

SISTEM 

HONOR 

KEGIATAN

TAHUN 

PERTAMA 

PELAKSANAAN 

PENILAIAN 

KINERJA 

SESUAI 

LAPORAN 

HARIAN KERJA 

PEGAWAI 

YANG 

DIJADIKAN 

DASAR 

PEMBERIAN 

TAMBAHAN 

PENGHASILAN 

PER 

TRIWULAN 

SECARA 

MANUAL 

OLEH ATASAN 

LANGSUNG

PENILAIAN 

KINERJA 

SESUAI 

LAPORAN 

HARIAN 

SECARA 

MANUAL 

TITIKBERAT 

PADA 

PELAKSANAAN 

TUGAS POKOK 

DAN TUGAS 

TAMBAHAN 

DAN MENJADI 

DASAR 

TAMBAHAN 

PENGHASILAN 

SECARA 

BERTAHAP 

DENGAN 

PROPORSI 

20%, 30% DAN 

40%

PENILAIAN 

KINERJA 

TERINTEGRASI 

ANTARA 

KINERJA 

BULANAN DAN 

TAHUNAN 

MENGACU 

PADA PP 46 

TAHUN 2011 

YANG 

DIMODIFIKASI 

SESUAI 

KEBUTUHAN 

DAERAH 

DENGAN 

MENGGUNAKA

N APLIKASI 

BERBASIS WE 

SECARA ON 

LINE UNTUK 

USER SEMUA 

PEGAWAI 

SEBANYK 

13.120 ORANG

PENGEMBANG

AN APLIKASI 

SKP ON LINE 

DIINTEGRASIK

AN DENGAN 

APLIKASI 

PEMERINTAHA

N DAERAH 

LAIN SEPERTI 

APLIKASI 

KEUANGAN 

DAERAH, 

APLIKASI 

PENDAPATAN 

DAERAH, 

APLIKASI 

ABSEN ON 

LINE

PENGEMBANG

AN APLIKASI 

SKP ON LINE 

DIINTEGRASIK

AN DENGAN 

PENILAIAN 

MULTI PIHAK 

MELALUI 

SISTEM 

KOMPLEIN 

PEGAWAI DAN 

DIBUAT 

APLIKASI 

BERBASIS 

ANDORID 

DENGAN 

HASIL 

PENILAIAN 

MEMPENGAR

UHI 50% TPP 

(KHUSUS 

GURU 

DIINTEGRASIK

AN DENGAN 

DUPAK)

S
E

B
E

LU
M

ORIENTASI KERJA 
PADA HONOR

KURANG PEDULI 
PADA JABATAN DAN 
TUGAS JABATAN

BEKERJA RUTINITAS 
TANPA TARGET

KURANG 
MEMPERHATIKAN 
KEHADIRAN KERJA 
ATAU PELAYANAN

ATASAN MENILAI 
TANPA UKURAN 
YANG OBJEKTIF

KESENJANGAN 
PENGHASILAN

GAGAP TEKNOLOGI

PENYALAHGUNAAN 
HONOR

P
E

R
U

B
A

H
A

N ORIENTASI KERJA 
PADA TPP

MEMPERHATIKAN 
JABATAN DAN TUGAS 
JABATAN

BEKERJA SESUAI DGN 
ANGGARAN KAS

MEMPERHATIKAN 
PRESENSI DAN 
MENJAGA KUALITAS 
PELAYANAN

ATASAN MENILAI 
LEBIH OBYEKTIF + 
WASKAT KELUARGA

KESETARAAN 
PENGHASILAN

MELEK TEKNOLOGI

PENGAWASAN 
PENGHASILAN

D
A

M
PA

K PEGAWAI BEKERJA 
UNTUK KINERJA

PEGAWAI BEKERJA 
SESUAI DENGAN 
TUGAS JABATAN

PEGAWAI BEKERJA 
TERENCANA

PEGAWAI BEKERJA 
DISIPLIN WAKTU DAN 
FOKUS PELAYANAN 
UNTUK KINERJA

PEGAWAI 
TERMOTIVASI 
BEKERJA LEBIH BAIK

PEGAWAI SIAP 
BEKERJA DIMANAPUN

BEKERJA EFESIEN

PERSELINGKUNGAN 
MENURUN
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POLITICAL 

WILL

•KEBIJAKAN 
SUBSTITUSI 
SISTEM 
HONOR 
KEGIATAN 
MENJADI 
SISTEM 
TUNJANGAN 
KINJERJA

•KEBIJAKAN 
PEMBERIAN 
TUNJANGAN 
KINERJA 
BERDASARKAN 
PENILAIAN 
KINERJA

INSTRUMEN 
KINERJA

•PENYUSUNAN 
INSTRUMEN 
KINERJA 
PEGAWAI

•PENETAPAN 
METODE DAN 
ALAT 
VERIFIKASI 
INSTRUMEN 
KINERJA

KOORDINASI

•KOORDINASI 
INTERNAL 
DENGAN 
BAPPEDA, 
BIRO 
ORGANISASI, 
BIRO 
KEUANGAN, 
DLL

•KOORDINASI 
EKSTERNAL 
DENGAN BKN, 
KEMENPAN, 
KEMENKEU 
DAN KPK

TIM 
MANAJEMEN

•PEMBENTUKA
N TIM 
MANAJEMEN 
KINERJA, TIM 
VERIFIKATUR

• PENETAPAN 
TIM 
FASILITATOR 
OPD/BIRO

SIMULASI

•SIMULASI 
INSTRUMEN  
KINERJA

•SIMULASI 
PENILAIAN 
KINERJA PADA 
BKD DAN 
BEBERAPA 
OPD
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S E M O GA  

B E R M A N FA AT


